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P E N E T A P A N

Nomor : 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan 

penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan 

Anak yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, tempat 

tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya 

disebut sebagai      PEMOHON  I;

2. PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, 

bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, 

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Hukum 

kepada KRESNADJATI, SH dan BAYU SRIJAYA, SH, Advokat, alamat 

Wirobrajan Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 

Februari 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor - tanggal 24 April 2015;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kuasa para Pemohon dalam persidangan;
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Setelah mendengar keterangan orang tua kandung anak tersebut dalam 

persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II 

serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat 

permohonannya, tanggal 24 April 2015 yang telah terdaftar dalam buku 

register perkara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 0020/

Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 24 April 2015 yang telah dikuasakan 

kepada :Kresnadjati,SH dan Bayu Srijaya,SH dari Kantor Advokat” 

Kresnadjati Bayu Srijaya & Partners” telah mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana 

tercatat dalam Kutipan kata Nikah -, tanggal 19 Juli 2006, yang 

dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, 

Kota Yogyakarta;

2. Bahwa semenjak menikah sampai dengan saat ini Pemohon belum 

juga dikaruniai seorang anak, padahal Pemohon sangat 

menginginkan kehadiran anak;

3. Bahwa karena Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat 

seorang anak, Pemohon PEMOHON II berpesan kepada orang 

tuanya yang bertempat tinggal di Yogyakarta agar mencari 

informasi dan memberi kabar apabila ada anak yang masih bayi 

yang bisa dijadikan anak angkat;
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4. Bahwa beberapa waktu kemudian Pemohon mendapat kabar dari 

orang tuanya yang menyatakan bahwa ada seorang wanita/ibu 

bernama IBU ANAK ANGKAT (yang kebetulan tetangga) 

beragama islam mempunyai anak yang baru lahir yang diberi nama 

ANAK ANGKAT berkenis kelamin laki laki, lahir pada tanggal 27 

Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. - 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta tertanggal 6 Oktober 2014;

5. Bahwa kemudian Pemohon berangkat ke Yogyakarta dan bertemu 

dengan calon anak angkat (ANAK ANGKAT) dan ibu IBU ANAK 

ANGKAT selaku ibu kandungnya. Pemohon merasa senang dan 

timbul rasa kasih sayang terhadap anak tersebut;

6. Bahwa calon anka angkat Pemohon yang bernama ANAK 

ANGKAT merupakan anka kedua dari wanita/ibu IBU ANAK 

ANGKAT. Perlu Pemohon jelaskan pula bahwa kedua anak dari 

ibu IBU ANAK ANGKAT ini tidak memilik ayah yang sah (keduanya 

anak luar kawin) dan berdasarkan keterangan dari ibu IBU ANAK 

ANGKAT didapatkan fakta bahwa ayah biologis dari kedua 

anaknya tersebut tidak memberikan biaya kebutuhan sehari hari 

baik terhadap kedua ankanya tersebut maupun terhadap ibu IBU 

ANAK ANGKAT;

7. Bahwa karena Pemohon sangat menginginkan mengangkat 

seorang anak dan juga karena ibu IBU ANAK ANGKAT marasa 

memiliki keterbatasan ekonomi untuk merawat, membesarkan 

serta memberikan jaminan kesehatan serta pendidikan bagi anka 
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ankanya maka ibu IBU ANAK ANGKAT bersedia dan dengan 

sukarela menyerahkan anak keduanya yang bernama ANAK 

ANGKAT kepada Pemohon untuk diangkat anak angkat;

8. Bahwa Pemohon sebagai calon orang tua angkat terlebih dahulu 

menjelaskan kepada ibu IBU ANAK ANGKAT, meskipun ANAK 

ANGKAT kelak diangkat anak oleh Pemohon, Pemohon secara 

bijaksana akan memberitahukan kepada ANAK ANGKAT bahwa 

ibu IBU ANAK ANGKAT adalah ibu kandungnya;

9. Bahwa Pemohon baik PEMOHON I maupun PEMOHON II saat ini 

sama sama bekerja dan memiliki penghasilan yang Insya Allah 

cukup untuk membiayai calon anak angkat ANAK ANGKAT secara 

wajar. Selain itu Pemohon sebagai calon orang angkat dalam 

keadaan sehat jasmani/kejiwaan, tidak pernah terlibat dalam suatu 

tindak pidana dan InsyaAllah taat dalam beribadah, sanggup untuk 

memenuhi segala kebutuhan untuk membesarkan dan mendidik 

ANAK ANGKAT sebagai calon anak angkat;

10.Bahwa oleh karena Pemohon sepakat untuk mengngkat ANAK 

ANGKAT sebagaimana pula ibu ANAK ANGKAT sebagaimana 

pula ibu IBU ANAK ANGKAT telah sepakat secara sukarela untuk 

menyerahkan anak keduanya ANAK ANGKAT kepada Pemohon 

dan juga karena keadaan yang perekonomia yang sangat terbatas 

dan kerepotan ibu IBU ANAK ANGKAT yang harus merawat dua 

orang anka yang masih dibawah umur maka pada tanggal 02 

September 2014 ANAK ANGKAT sebagai calon anka angkat telah 

diserahkan oleh ibu IBU ANAK ANGKAT selaku ibu kandungnya 
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kepada Pemohon untuk dirawat dan dibesarkan, sebagaimana 

dibuktikan dengan surat Pernyataan Persetujuan Dan Berita Acara 

Penyerahan Anak, tanggal 02 September 2014 yang diketahui oleh 

ketua RT, RW dan Kepala kelurahan panembahan, Kota 

Yogyakarta;

11.Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu dengan mengacu 

kepada:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

Juncto;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan 

Pengangakatan anak, Juncto;

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor - tentang 

persyaratan pengangkatan anak;

Pemohon telah melakukan pengurusan pengangkatan anak melalui 

Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan melampirkan beberapa 

dokumen yang dipersyaratkan. Bahwa setelah Pemohon memenuhi 

persyaratan materiil dan administrstif yaitu berupa: 

1. Surat Keterangan Kesehatan nomor -, tanggal 22 Oktober 

2014 untuk PEMOHON I(bukti P-1.1), yang diperbaharui 

dengan surat keterangan kesehatan No. -, tanggal 18 

Februari 2015 yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD 

(bukti P-1.2);

2. Surat keterangan kesehatan nomor -, tanggal 23 Oktober 

2013 untuk PEMOHON II (bukti P-2.1) yang kemudian 
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diperbaharui dengan surat keterangan kesehatan No. -, 

tanggal 18 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dokter pada 

RSUD; (bukti P-2.2);

3. Surat keterangan kejiwaan Ny. PEMOHON II, Nomor -, 

tanggal 22 Oktober 2014 dari Dokter Spesialis Kejiwaaan 

pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim; (bukti P-3);

4. Surat keterangan kejiwaan TN. PEMOHON I, nomor -, 

tanggal 22 Oktober 2014 dari Dokter spesialis kejiwaan 

pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim; (bukti P-4);

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON II, 

yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 1979 oleh kantor 

Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang 

(bukti P-5);

6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON I, 

yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 1978 oleh 

Kantor Camat Bontang; (bukti P-6);

7. Surat keterangan Catatan Kepolisian untuk PEMOHON II, 

Nomor -, tanggal 9 Oktober 2014 (bukti P-7.1), yang 

kemudian diperbaharui dengan Februari 2015, dikeluarkan 

oleh kantor Kepolisian Resor Bantang; (bukti P-7.2);

8. Surat keterangan Catatan Kepolisian untuk PEMOHON I, 

Nomor -, tanggal 09 Oktober 2014 (bukti P-8.1) yang 

kemudian diperbaharui dengan Nomor - Bontang, tanggal 

17 Februari 2015, dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian 

Bantang; (bukti P-8.2);
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9. Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama PEMOHON I dan 

PEMOHON II , yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama 

Mantrijeron pada tanggal 19 Juli 2006; (bukti P-9);

10.Kartu keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga 

PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota bantang (bukti P-10);

12.Kartu Tanda penduduk atas nama PEMOHON II , Nomor -, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bontang; (bukti P-12);

13.Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, nomor -, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bontang; (bukti P-12);

14.Kutipan Akta Kelahiran ANAK ANGKAT, nomor -, tanggal 6 

Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuudkan dan 

Pencatatan Sipil  Kota Yogyakarta, (bukti P-13);

15.Surat keterangan penghasilan atas nama PEMOHON I, Nomor -, 

yang dikeluarkan oleh PT. Multicom Intermitra pada tanggal 21 

Oktober 2014; (bukti P-14);

16.Surat keterangan penghasilan atas nama PEMOHON II , Nomor -, 

yang dikeluarkan oleh PT Dinamika Energitama Nusantara pada 

tanggal 15 Oktober; (bukti P-15);

17.Surat pernyataan persetujuan dan berita Acara Penyerahan anak, 

tanggal 2 September 2014 yang diketahui Ketua RT, Ketua RW 

dan Kepala kelurahan Penembahan, Kota Yogyakarta; (bukti 

P-16);
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18.Surat pernyataan dari calon orang tua angkat yang bernama 

PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 September 2014; (bukti 

P-17);

19.Surat pernyataan kebenaran dokumen dari calon orang tua angkat 

yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 

September 2014; (bukti P-18);

20.Surat pernyataan menjamin dari calon orang tua angkat yang 

bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 September 

2014; (bukti P-19);

21.Surat pernyataan kesanggupan menjelaskan asalusul anak angkat; 

yang dibuat oleh calon orang tua angkat yang bernama 

PEMOHON I dan PEMOHON II , tanggal 2 September 2014; (butki 

P-20);

22.Surat pernyataan belum mempunyai anak dari calon orang tua 

angkat yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II , tanggal 2 

September 2014; (butki P-21);

23.Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU ANAK ANGKAT, Nomor : -, 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Yogyakarta; (bukti P-22);

24.Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga IBU ANAK ANGKAT 

Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta; (bukti P-23);

Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah memberi delegasi kepada Dinas 

Sosial Kota Bontang yaitu Dinas Sosial dimana Pemohon bertempat 

tinggal untuk melakukan kunjungan dan penilaian kelayakan (visit 

home secara langsung terhadap Pemohon sebagai Calon Orang Tua 
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Angkat (COTA) sebagaimana tersebut dlam Surat Dinas Sosial Kota 

Yogyakarta kepada Dinas Sosial Kota Bontang Nomor -, Hal 

Permohonan Bantuan Home Visit dan laporan Hasil Home Visit 

tertanggal 14 November 2014 (bukti P-24);

Bahwa hasil dari kunjungan dan penilaian kelayakan (HOME VISIT) 

Dinas Sosial Kota Bontang terhadap Pemohon Disimpulkan bahwa 

pwmohon sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) telah dinyatakan 

memenuhi syarat untuk melakukan adopsi anak sebagaimana 

tersebut dalam surat Dinas Sosial Kota Bontang kepada Kepala Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Nomor -, 

Perihal Penyampaian laporan Sosial Hasil Home Visit yang dilampiri 

dengan Laporan Sosial Hasil Home Visit yang dilaksanakan pada 

tanggal 21 November 2014 (bukti P-25);

12 Bahwa oleh karena seluruh persyaratan materiil, administrative 

dan hasil dari penilaian home visit Dinas Sosial Kota Bontang telah 

memenuhi persyaratan kemudian Dinas Sosial Kota Yogyakarta 

memberikan surat Pengantar Laporan Sosial Cota kepada Dinas 

Sosial prop. DIY sebagaimana dalam suratnya Nomor -, Hal : 

Pengantar Laporan Hasil COTA, tertanggal 15 Januari 2015 (bukti 

P-26) yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai 

calon orang Tua Angkat (COTA) layak untuk mendapatka ijin 

adopsi sebagai persyaratan untuk proses permohonan 

pengangkatan anak di pengadilan;

13.Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta 

tersebut kemudian setelah Pemohon membuat surat pernyataan 
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kesanggupan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak 

angkat, tertanggal 01 April 2015 (bukti P-27), dinas Sosial Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor -. Hal : 

Rekomendasi pengangkatan anak, tertanggal 31 Maret 2015 (bukti 

P-28) memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta bahwa Pemohon layak diberikan rekomendasi untuk 

melakukan pengangkatan terhadap anak laki laki bernama ANAK 

ANGKAT anak laki laki kedua dari ibu IBU ANAK ANGKAT ke 

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;

14.Bahwa Pemohon sebagai orang tua angkat menjamin akan 

memperlakukan ANAK ANGKAT seperti anak kandung meskipun 

kelak kemudian hari apabila Allah berkehendak Pemohon benar 

benar dikaruniai anak kandung Pemohon  menjamin akan 

memberikan pendidikan akhlak dan agama yang baik, mencukupi 

kebutuhan jasmani yang baik kepada calon anak angkat;

15.Bahwa Pemohon menjamin kelak akan memberitahukan secara 

bijaksana kepada ANAK ANGKAT tentang siapa ibu kandung dia 

yang sebenarnya sehingga tidak terputus nasab dengan ibu 

kandungnya;

Berdasarkan alasan alasan terurai di atas, Pemohon mohon kepada yang 

terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, c.q. 

Majelis Hakim yangmemeriksa permohonan ini berkenan memberikan 

putusan dan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya;

10
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2. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum 

pengangkatan anka yang dilakukan Pemohon PEMOHON I 

dan PEMOHON II  terhadap seorang anka yang bernama 

ANAK ANGKAT, jenis kelamin laki laki, lahir di Yogyakarta, 

27 Agustus 2014 anak kedua dari seorang wanita/ibu yang 

bernama IBU ANAK ANGKAT, agama Islam, beralamat di 

Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dlam 

Akta kelahiran Nomor -, tanggal 6 Oktober 2014 yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta;

3. Biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa 

para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan 

pemeriksaan yang didahului dengan dibacakan permohonan Pemohon I 

dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Para 

Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita point 4 sampai dengan 7 

permohonan Pemohon yang pada intinya menjelaskan bahwa keinginan 

Para Pemohon untuk mengangkat anak karena dapat informasi dari ayah 

kandung Pemohon II (AYAH PEMOHON II) yang mana ada seorang 

perempuan bernama IBU ANAK ANGKAT yang tidak bersuami telah 

melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama ANAK ANGKAT, dan tidak 

berkecukupan ekonominya namun bersedia dan tidak keberatan jika anak 

tersebut diangkat oleh Para Pemohon demi masa depan anak nantinya;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan 

para Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk menghadirkan orang tua 

anak yang akan diangkat dan orang tua Pemohon II dalam persidangan 

untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya orang tua anak 

yang akan diangkat bernama IBU ANAK ANGKAT  hadir dan memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa memang benar telah mempunyai anak yang bernama 

ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014 dalam 

kondisi sehat;

• Bahwa anak tersebut akan diangkat sebagai anak angkat oleh 

Bapak PEMOHON Idan Ibu PEMOHON II secara suka rela tidak 

ada imbalan apapun demi masa depan anak tersebut;

• Bahwa Bapak PEMOHON Idan Ibu PEMOHON II telah menerima 

anak tersebut dan sangat menyayangi anak tersebut seperti 

layaknya anak kandung sendiri;

• Bahwa Bapak PEMOHON Idan Ibu PEMOHON II berkehidupan 

yang cukup dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;

• Bahwa anak tersebut telah diserahkan sejak tanggal 02 September 

2014 kepada Bapak PEMOHON Idan Ibu PEMOHON II;

     Menimbang, bahwa ayah Pemohon II yang bernama AYAH 

PEMOHON II dalam persidangan memberikan keterangan yang pada 

intinya IBU ANAK ANGKAT adalah tetangganya yang mempunyai anak 

tidak bersuami dan tidak keberatan jika anaknya diangkat anak oleh Para 
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Pemohon dengan alasan Para Pemohon belum mempunyai anak dan 

demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya 

kuasa Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang dikeluarkan 

oleh RSUD Taman Husada Bontang, tanggal 22 Oktober 2014, 

atas nama PEMOHON I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-1.1;

2. Fotokopi berupa Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang 

dikeluarkan oleh RSUD Taman Husada Bontang, tanggal 18 

Februari 2015, atas nama PEMOHON I yang telah dicocokkan 

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian 

diberi tanda P-1.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang dikeluarkan 

oleh RSUD, tanggal 22 Oktober 2014, atas nama PEMOHON II  

yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan 

bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2.1;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang dikeluarkan 

oleh RSUD, tanggal 18 Februari 2015, atas nama PEMOHON II  

yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan 

bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2.2;

5. Fotokopi Surat Keterangan No. -, yang dikeluarkan oleh Rumah 

Sakit Pupuk Kaltim, tanggal 22 Oktober 2014, atas nama 

PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
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6. Fotokopi Surat Keterangan No. -, yang dikeluarkan oleh Rumah 

Sakit Pupuk Kaltim, tanggal 22 Oktober 2014, atas nama 

PEMOHON I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON II 

yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, 

Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 31 Juli 

1979, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan 

bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;

8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON I, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Camat Bontang pada tanggal 12 

September 1979, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.6;

9. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor - pada 

tanggal 9 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-7.1;

10.Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor -, atas nama 

PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bontang 

pada tanggal 17 Februari 2015 yang telah dicocokkan dengan 

aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi 

tanda P-7.2;

11.Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor - atas nama 

PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bontang 

tanggal 9 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-8.1;
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12.Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor - atas nama 

PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bontang 

tanggal 17 Februari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-8.2;

13.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada 

tanggal 19 Juli 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-9;

14.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga 

PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang telah dicocokkan 

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian 

diberi tanda P.10;

15.Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama 

PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang yang telah dicocokkan 

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian 

diberi tanda P.11;

16.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON I, 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pemerintah Bontang yang telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.12;

17.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK 

ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 6 
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Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.13;

18.Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor -,  PEMOHON I, 

yang dikeluarkan oleh PT., tanggal 21 Oktober 2014 yang telah 

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, 

kemudian diberi tanda P.14;

19.Fotokopi berupa Surat Keterangan Penghasilan Nomor -, atas 

nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh PT., tanggal 15 Oktober 

2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan 

bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.15;

20.Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan dan Berita Acara 

Penyerahan Anak, tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh ibu 

IBU ANAK ANGKAT dan diketahui oleh ibu NENEK ANAK 

ANGKAT (ibu kandung dari IBU ANAK ANGKAT) yang telah 

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, 

kemudian diberi tanda P.16;

21.Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 September 2014, yang dibuat 

oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan 

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian 

diberi tanda P.17;

22.Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tanggal 2 

September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II 

yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan 

bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.18;
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23.Fotokopi Surat Pernyataan Menjamin, tanggal 2 September 2014, 

yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah 

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, 

kemudian diberi tanda P.19;

24.Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Menjelaskan Asal Usul Anak 

Angkat, tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I 

dan PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.20;

25.Fotokopi Surat Pernyataan Belum Mempunyai Anak, tanggal 2 

September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II 

yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan 

bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.21;

26.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama IBU ANAK 

ANGKAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok 

dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.22;

27.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga IBU 

ANAK ANGKAT yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.23;

28.Fotokopi Surat Dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditujuan kepada Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Bontang dengan Nomor -, perihal 

Permohonan Bantuan Home Visit dan Laporan Sosial Hasil Home 

Visit, tanggal 14 Nopember 2014 yang telah dicocokkan dengan 

aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi 

tanda P.24;
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29.Fotokopi Surat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah 

Kota Bontang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan 

Nomor -, perihal Penyampaian Laporan Sosial Hasil Home Visit, 

tanggal 01 Desember 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.25;

30.Fotokopi Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi 

DIY, Nomor -, perihal Pengantar Laporan Sosial COTA, tanggal 15 

Januari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.26;

31.Fotokopi Pernyataan Kesanggupan untuk memberikan Wasiat 

Wajibah kepada Anak Angkat, tanggal 01 April 2015, yang dibuat 

oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan 

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian 

diberi tanda P.27;

32.Fotokopi Surat Nomor -, hal Rekomendari Pengangkatan Anak, 

dari Dinas Sosial DIY yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan 

Agama Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2015 yang telah dicocokkan 

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian 

diberi tanda P.28;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kuasa 

Para Pemohon yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan 

dengan aslinya dan fotokopi tersebut telah pula diberi materai 
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secukupnya sehingga bukti tertulis (surat) tersebut dalam perkara ini 

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, 

kuasa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat 

kediaman di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, yang secara 

terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan 

yang pada intinya sebagai berikut:

• Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I dan 

Pemohon II karena bertetangga dengan orang tua Pemohon II 

(AYAH PEMOHON II);

• Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

• Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum 

mempunyai anak, namun mau mengangkat anak;

• Bahwa betul IBU ANAK ANGKAT mempunyai 2 orang anak, 

namun tidak mempunyai suami;

• Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat 

anak dari IBU ANAK ANGKAT yang bernama ANAK ANGKAT;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memberi imbalan 

apapun kepada IBU ANAK ANGKAT, hanya semata-mata 

pengangkatan anak murni demi masa depan anak dan sifat 

kemanusiaan saja, tidak ada unsur apa-apa;

• Bahwa alasan IBU ANAK ANGKAT anaknya diperbolehkan 

diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena masalah 
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ekonomi yang kurang mencukupi untuk mengurus anak (pra 

sejahtera);

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama silam, pekerjaan -, tempat 

kediaman di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, yang secara 

terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang 

pada intinya sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal IBU ANAK ANGKAT sejak kost di 

lingkungan saksi dalam kondisi hamil dan tidak mempunyai 

suami;

• Bahwa anak dari IBU ANAK ANGKAT mau diangkat anak oleh 

Pemohon I dan Pemohon II;

• Bahwa anak IBU ANAK ANGKAT mau diangkat anak 

Pemohon I dan Pemohon II, dari pihak keluarga tidak ada yang 

keberatan;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memberi imbalan 

apapun kepada IBU ANAK ANGKAT, hanya semata-mata 

pengangkatan anak murni (kemanusiaan) demi masa depan 

anak;

• Bahwa alasan IBU ANAK ANGKAT anaknya diperbolehkan 

diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena masalah 

ekonomi yang kurang mencukupi untuk mengurus anak (pra 

sejahtera);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, kuasa 

para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
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Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada 

kuasa Para Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat 

bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon mengajukan 

kesimpulan yang intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada 

pendiriannya semula ingin mengangkat anak yang berrnama ANAK 

ANGKAT dan IBU ANAK ANGKAT selaku ibu kandungnya menyatakan 

tidak keberatan anak tersebut diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, 

segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang 

bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I 

dan Pemohon II melalui kuasanya adalah sebagaimana telah terurai di 

atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan kuasa para Pemohon yang 

dikuatkan dengan keterangan para saksi serta orang tua Pemohon II dan 

berdasarkan bukti (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.22), (P.23) terbukti 

Pemohon I dan Pemohon II serta ibu kandung anak tersebut beragama 

Islam dan ibu kandung anak tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para 

Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon I dan 
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Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti (P.9), serta sebagaimana 

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara 

Pemohon I dan II tersebut adalah suami isteri yang masih terikat dalam 

perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan 

Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk 

mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam 

terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir 

tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut 

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Hukum Islam 

yang berlaku sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) 

angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan 

absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi 

Hukum Islam menyatakan anak angkat adalah anak yang dalam 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang 

tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan selaras dengan 

ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka 

berdasarkan ketentuan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum 

pengangkatan anak sesuai Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan 

sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 33 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam maka 

dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan 

kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap 

anak-anak yang terlantar;

2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan 

untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua 

angkat sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) 

Kompilasi Hukum Islam;

3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak dengan orang tuanya dari hubungan keluarga 

orang tuanya;

4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan 

dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat 

kecuali hak dan tanggung jawabnya;

5. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat 

diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak 

angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang 

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 

dari warisan orang tua angkatnya sebagaimana diatur 

dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari 

orang tua asal/kandungnya;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum 

sebagai berikut:

• Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak 

semata-mata karena demi kepentingan masa depan anak;

• Bahwa orang tua kandungnya menyerahkan anak kepada 

Pemohon I dan Pemohon II secara sukarela dan tidak ada unsur 

jual beli serta karena faktor ekonomi dan demi masa depan anak;

• Bahwa kenyataannya sejak tanggal 02 September 2014 anak 

tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon 

II;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II seorang yang mampu secara 

ekonomi dan merupakan keluarga yang harmonis namun belum 

mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa para Pemohon 

memberikan penjelasan mengenai alasan pengangkatan anak dilakukan 

untuk kepentingan dan masa depan anak serta tidak ada imbalan apapun 

dengan secara sukarela hal mana diperkuat oleh keterangan ibu kandung 

anak tersebut (IBU ANAK ANGKAT) dan ayah kandung Pemohon II 

(AYAH PEMOHON II) yang didukung dengan bukti-bukti serta dikuatkan 

dengan keterangan para saksi Pemohon I dan II di bawah sumpahnya 

yang menyatakan saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II 

secara ekonomi mampu dan seagama dengan anak yang akan diangkat 

serta menjami kehidupan yang layak terhadap anak yang akan diangkat 

dan sejak tanggal 02 September 2014  anak tersebut sudah dalam 
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asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini 

dalam kondisi sehat dan Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga 

yang harmonis dan tidak pernah bertengkar dan mempunyai keturunan 

keluarga yang baik karena para saksi bertetangga dengan orang tua 

Pemohon II di Yogyakarta, sebagaimana yang diatur dalam  pasal 39 ayat 

(1), (2)  dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak dan  Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor -  tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk 

penetapan pengangkatan anak telah memenuhi syarat Hukum Islam yang 

berlaku maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon 

dengan: “Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh 

Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) alamat 

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terhadap 

anak bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014“; 

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak 

memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya dan 

keluarga orang tuanya oleh karena itu anak tersebut tetap dinasabkan 

kepada orang tuanya (bukti P.13) dengan menunjuk pasal 103 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 
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tahun 2002 serta Firman Allah SWT dalam Surat Al Ahzab ayat 5 yang 

berbunyi:

أد عو هم لابا ئهم هم اقسط عند الله فإن لم تعلموا اباء هم 

فاخوانكم فى الدين و مو اليكمط وليس عليكم جناح فيما 

اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلو بكم وكان الله غفرار حيما

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi dan 

jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka. Maka panggillah 

mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 

khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 

oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Dan firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 37 :

Artinya: Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah 

telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga)telah 

memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan 

bertakwalah kepada Allah“ sedang kamu menyembunyikan 

didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu 

takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk 

kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan 

terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu 

dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin 

untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila 
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anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya 

daripada istrerinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi;

maka firman Allah tersebut di atas secara tersirat “bahwa pengangkatan 

anak tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua 

kandungnya dan orang tua angkat tetap bukan mahram dari anak 

angkat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon 

I dan Pemohon II yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar 

penetapan ini; 

Mengingat semua pasal dalam perUndang-undangan dan semua 

peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh 

Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) alamat 

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 

terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 27 

Agustus 2014;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon 

II sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin. 

tanggal 1 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1436 H. 

oleh kami Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, 

Drs. MULAWARMAN, SH, MH dan Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, 

M.Hum masing-masing sebagi Hakim Anggota, putusan mana pada hari 

itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka 

untuk umum dengan didampingi oleh Dra. MUSLIMAH PRASETYOWATI 

sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua  Majelis;

ttd
Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH

Hakim Anggota I Hakim  Anggota II

ttd ttd
Drs. MULAWARMAN, SH, MH Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd
Dra. MUSLIMAH PRASETYOWATI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp   30.000,-

2. BAPP : Rp   60.000,-

3. Panggilan : Rp   75.000,-

4. Redaksi : Rp     5.000,-

5. Meterai : Rp     6.000,-

Jumlah : Rp 176.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh
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Panitera

A H M A D I, SH
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